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Komunitas Lokal PerspektifHAM dan
Hukiim Nasional
Jawahir Thontowi
There is no a specific term relating to the nation of a local community in Intemational
Law. In term of practicalmeaning, however, the wordofindigineous people in interna
tional convention obviously indicates to the existing of Indonesian societies, such as
Badui, Dayak, Asmat, and Kubu. Insplte of the fact, that the local communities are not
identical withlegal concept ofindigineous people in intemational convention, the 1945
constitution and the anuthonomy ofiocalgovemmentActNo. 32/2005, recognize the
term of traditional socities or local customary rules. These are relevant element of
indigineous people, but they cannot directlybe addressed to name local community.
This is not because all local communities in Indonesia are applied modem type of
governments, but also because traditional values partly operate in certain local com-
muriities. Inorderawamess of lawand human n'ghts, itis relevant to take intoaccount
local communities and its interest to accommodate into local law enacted by the local
perliement.
Kata kunci: budaya lokal, HAfi/J dan
hukum nasional
T'ulisan ini dimaksudkan sebagai upaya
melihat seberapa jauh peran dan fungsi
komunitas lokal dapat menjadi fasllitator
bagi terbentuknya suatu kesadaran hukum
dan hak asasi manusia. Istilah komunitas
lokal dan juga kearifan lokal serlngkall
terdengar dalam wacana pembangunan
demokrasl. Namun, modemitas yang tengah
berjalan tidak secara langsung dapat
.meninggalkan identitas keasllannya. DIsatu
plhak, peran negara melalul unrflkasi hukum
dlharapkan adanya suatu model penerapan
hukum yang eflslen dan efektif sehlngga
kesadaran hukum masyarakat dapat
terbentuk secara seragam
Dl plhak lain, pengakuan negara
terhadap kemajemukan nilal hlstoris,
budaya, hukum dan keagamaan dalam
masyarakat dengan kesatuan geologis dan
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geneologis dalam tataran hukum lokat/adat
memungkinkan adanya kemajemukan.
Perlindungan secara hukum dan HAM atas
kemajemukan tersebut terkait dengan nilai-
nllal dan nbrma-normalokal dan institusinya
merupakan kenlscayaan. Komunitas lokal
tidak berartl sekedar kelompok masyarakat
tertinggal, melainkan juga keberadaan
wilayah-wllayah yang secara kultural dan
geografis masih memellhara nilal-nilai
tradisional yang masih relevan dengan
kehidupan saat ini.
Realitas menunjukkan adanya
kemajukan tersebut menlmbulkanImplikasi
atas kontroversl kepentlngan antara
masyarakat "the peopid' dan negara atau
"the statd'. Kontroversl tersebut dewasa
ini menjadi sangat potenslal dalam
mendorong terjadinyaperubahan. Sehlngga
perbedaan Itu tidak harus dikesampingkan,
melainkan dapat diharmonlsasi sedemiklan
rupa. Karena Itu, komunitas lokal dalam
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konteks inltidaksekedardimaknai oleh
betas terltorlal atau derajat tradisi-
onalitasnya, melainkan lebihpadaseke-
lompok masyarakat yang hidup
dalam suatuwilayah dengan disertai
nllai-nilai modernitas. Namun, dl
sebaglan tempat, nllal-nllai dan
kearifan lokal masih dipraktikkan.
Pada masa orde baru, pola
kenegaraan lebihmenunjukkanpada
tuntutan mono-loyalitas, terutama
bag! Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
militer, kebebasan memilih, berserlkat,
mengemukakan pendapat amat terbatas.
Saat Ini, kemajemukan dikembangkan dan
dilindungi, sehingga model pemerintahan di
tingkat kabupaten terdlrl dari kecamatan,
pedesaan atau kelurahan dapat muncul
beraneka ragam. SituasI tersebut tentu saja
sangat dipengamhi oleh kondisinegara yang
menaruh kepedulian untukmenghormati dan
menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia
{the fundamental and pn'nclpie of Human
Rights).
Lebih dari satu dasa warsa, kemauan
polltikpemerltnah Indonesia semakin jelas
dan konkret. Sehingga bukti kepedulian
pemerintah Indonesia terhadap HAM bukan
saja terlihat melalul upaya-upaya mening-
katkanjumlah ratifikasi terhadap konsvensl-
konvensl hukum Intemaslonal entang HAM.
Melainkan juga telah ditindaklanjuti dengan
mendlrikan berbagai InstitusI yang otorltatif
dalam proses penegakan HAM. Direktorat
Jenderal HAM adalah bukti InstitusI yang
secara langsung berada dalam Departemen
Kehaklman Rl atau saat inl Departemen
Hukum dan HAM Rl.
Tugas Dirjen HAM dalam konteks
harmonisasi yaltu melakukan upaya
bagaimana ketiga sistem yaltu global,
naslonal, dan lokal dapat diakomodlr dalam
menuju masyarakat demokratis yang lebih
balk (Lihat dalam gambar No.1)
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Diakul bahwa di sana-sini masih
terdapat kelemahan, dari berbagai kasus
yang dimunculkan dl pengadllan HAM ad
hoc, upaya untuk menuju pada due process
of/awdalam kaitannya dengan HAM terus
disuarakan. Sehingga, sekiranya pemerin
tahan kurang begitu menaruh pehatian yang
serlus, peran LSM-LSM, yang pedull pada
penlngkatan. gerakan HAM cukup
memberikan kontrlbusi. Mereka telah
memainkan peranan balksecara konseptual
melalul berbagai opini dan kritiknya yang
positif konstruktif yang dilakukan secara
konstituslonal. Kekuatan LSM sebagal
tandadari gerakan civil$ociety\e\ah begitu
banyak memainkan peranan.'
Peran LSM dunia yang saat Inl
berjumlah 9600 organlsasi telah melebihi
peran yang dimalnkan oleh organlsasi
' Lihat hasil kajian Theodore Collumbis,
dalam International Relations and Politics.
1982
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pemerintah. Sehingga pemerintah diberba-
gai negara, termasuk Indonesia tidak
terkecuali menjadi niscaya untuk meng-
angkat dan mempromosikan HAM univer
sal dengan mencoba melakukan harmoni-
sasi secara gradual.
Bagalmanakah cara agar komunitas
lokal mampu memberikan kontrlbuslnya
terhadap upaya meningkatkan kualitas
kesadaran hukum dan kesadaran akan
nilial-nlal universal HAM? Dalam tataran
pertama, kesadaran hukum dan HAM pada
masyarakatterkalt dengan perlunya upaya
melakukan sosiallsasi atau edukasi tentang
norma hukum dan nlla-nllal HAM. Proses
pendldlkan balk formal non-formal,
terstruktur atau tIdak, proses prilakuIndrvidu
dan masyarakatakan dipengaruhlkelnglnan
masyarakat untuk menerapkan kepatuhan
atas hukum dan HAM tersebut akan
semakin tampak. Tanpa adanya upaya yang
berslfat gradual antara nilal-nllai universal,
nasional, dan lokal dalam satu sistem
terpadu sesual dengan kemampuan dan
kapasitas masing-masing.
Ada beberapa cara yang harus
ditempuh dalam membangun kesadaran
hukum masyarakat melalul pemberdayaan
komunitas lokal. Pertama, menetapkan sta
tus hukum {legalstanding) komunitas lokal
atau instltusi adat, balk dalam sistem hukum
internaslonal maupun dalam sistem
pemerintahan Rl. Kedua, bagalmana upaya
yang harus ditempuh sehingga peranan dan
fungsl komunitas lokal dapat merupakan
baglan darl fungsl hukum sebagal social
engineering dan fasllltator dapat mening
katkan kesadaran hukum dan HAM. Ketiga,
alternatif apakah yang perlu dikedepankan
sehingga komunitas lokal dapat menjadi
mitra pemerintah terpadu dalam
menginstltuslonallsaslkan kesadaran
hukum dan HAM melalul produk hukum dan
kebljakan daerah.
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Komunitas lokal yang dimaksudkan
dalam tullsan Ini tIdak berdlrl sendiri,
melainkan leblh memperllhatkan keterkaitan
antara konsep, nllal, norma, danjugastruk-
tur soslal yang satu sama lain berfungsl
dalam menjembatani lahimya kesepakatan-
kesepakatan untuk mencapai suatu tujuan
yang dllnglnkan masyarakat. Tidak heran
jika ada klaim bahwa prinslp-prlnsip dasar
HAMtelah hadir sebelum Magna Charta di
Inggrls dan Amerlka Serikat. Praktik
kesetaraan telah dijadikan pedoman
sahabat dan masyarakat Arab, ketlka Nabi
menjadi pemlmpin umat.
Dalam keyakinan muslim, ajaran Islam
berslfat universal dan kesenangan memillkl
kesesuaian dengan jajaran HAM yang
datang setelahnya terhadap komunitas lokal
dan keanekaragamnya telah disebutkan
dalam Al-Qur'an.
"Sesungguhnya Tuhan telah mencipta-
kan manusia terdiri dari lakNaki dan
perempuan, bersuku-suku,beitangsa-
bangsa agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulla
diantara kamu disisiAllah adalah yang
paling bertakwa". (Q.S. Al-Hujurat:13)
Adanya masyarakat yang pluralis telah
mendapatkan pengakuan yang jelas,
sehingga kerangka filosofis Ini, jika dijadikan
acuan teoritlktldakakan kontradlksl, bahkan
justru saling menguatkan. Namun, reallsa-
sinya ayat tersebut menuntut adanya
kesederajatan antara sesama manusia.
7. Hak Penduduk Suku Asii
(Indiglneous PeopleJ
Nllal-nilal dan norma-norma yang telah
mendapatkan kesepakatan masa lalu, dalam
kehldupan moderen masih menjadi rujukan
dipandang sebagal kearifan lokal {local wis
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dom). Konsekuensi dari komunltas lokal
tersebut menlmbulkan sekelompok
masyarakat, yang dalam konteks sejarah
penjajahan disebut kelompok masyarakat
suku asli {native {indigeneous). Mereka
termasuk suatu kelompok masyarakat yang
secara sosial, ekonomi, budaya masih
terbelakang dan karenanya mereka tidak
memperoleh keuntungan dari has!! ilmu
pengetahuan dan teknologi moderen.
JadI dalam konteks inl, komunltas lokal
tidak dibatasi hanya pada kesatuan
masyarakat dalam ukuran geografis,
melainkan juga nilai-nilai yang hldup dalam
masyarakat setempat. Hal ini ditandal oleh
adanya Interaksi antara nilai-nilai global
dengan nilai-nilai lokal.Bahkan ada nilai-nilai
lokal yang sama sekali belum berubah,
meskipun ada perubahan luarnya. Jadi,
komunitas lokal esensinya terkait dengan
kosa kata 'Indiglneous people' dalam
bahasa Inggris. Namun, tidaklah secara
serta merta komunitas lokal identik dengan
masyarakat suku asli yang masih primitif.
Bllamana memperhatikan pada
periodesasi perkembangan HAM, maka
prinsip dasar mengenai hak-hak komunitas
lokai termasuk pada perkembangan HAM
dalam generasi terakhir. Suatu perkem
bangan HAM ditandai oleh adanya jaminan
hak-hak bekerjasama, terutama dalam
penanganan persoalan yang melibatkan
banyak negara. Apakah dalam kaitannya
dengan solidaritas atas bantuan malapetaka
bencana alam atau bencana kemanusiaan
seperti peperangan. Lebih khusus lagi,
kehadiran pasal 28 UniversalDeclaration for
Huma Rights 1946, mengandung kewajiban
untuk mengembangkan hal-hak sosial,
ekonomi, dan hak ikut serta dalam
mengambil manfaat bagi warisan budaya
umat manusia masa lalu.^
Beberapa pakar, seperti Henry J.
Steiner dan Philip Alston, Dominic
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McGoldrick, AH. Robertson dan J.G.
Merrills, berpendapat bahwa persoalan the
people rights, atau hak-hak atas penduduk
asli telah mendapat pengakuan yang tegas
dalam Konvensi Internasional tentang Hak-
Hak SIpil dan Politik sejak tahun 1966.
Dalam pasal 26, dengan tegas dinya-
takan;
"Allpersons are equal before the law
andare entitled withoutanydiscrimina
tion to the equalprotection of the law.
In this respect, the law shall prohibit
any discrimination andguarantee to al
person equal andeffective protection
against discrimination on any ground
such as race, color, sex, language,
religion, political, anotheropinion na
tionalorsocialorigin, property,birthand
otherstatus.
Meletakkan manusia daiam situasi dan
keadaan apapun wajib ditempatkan secara
sederajat didepan hukum. Sehingga bentuk
perlakuan diskriminatif, apakah karena suku,
ras, agama, dan bahasa mutlak menjadi
terlarang. Sebaliknya. terdapat suatu negara
yang sebagian besar penduduknya
memalnkan peranan dominan, maka tidak
dapat dipungkiri adanya kelompokminoritas
yang perlumendapatkan perlindungan.Dalam
pasal 27 iCCPR ditegaskan sebagal berikut:
In thosestates in which ethnic, religious
or linguistic minorities exist, person
belonging to such minorities shall not
denied the rights, in community with
the othermembers of theirgroups, to
enjoy their own culture, to profess and
practice their own religion, or to use
theirown language.
2 Lihat penjelasan rind, J. Thontowl. HAM
dan Hukumi Internasional dan Prospeknya
Dalam Kebinet Persatuan Naslonal. Alam
Jurnal Magister Hukum. Vol 2. 1. Februarl.
2000: HI 27.
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Hak dasar minoritas karena suku,
agama, dan bahasa memang harus diakui
dalam masyarakat. Namun, perllndungan
bagi mereka untuk menerapkan apa yang
telah menjadi keyakinan periu mendapatkan
jaminan secara past! dalam suatu hukum
dasar. Bagalmana tarik ulur antara
kelompok mayoritas dan minoritas dalam
konteks HAM. Selagi kerangka pikir
penerapan demokrasi bukan sekedar
' mayoritas absolut atau tirani minoritas,
maka kesepakatan untuk memperjuangkan
kepentingan publiktldak periu dikhawatirkan.
Asalkan esensi demokrasi. yaitu kekuatan
mayoritas yang berkuasa menuntut jaminan
perllndungan atas hak-hak minoritas,
didukung oleh pengakuan hukum yang tegas
dan past!.
Terhadap pasal 27 tersebut Rosalyn
Higgins lebih menegaskan bahwaargumen
tentang kelompok minloritas tersebut harus
dipandang sebagal orang atau peop/edalam
kaitannya dengan KonvensI ICCPR dan
karenanya mereka memlliki hak untukse/^
determination. Istilah seif-deterwinationWdak.
harus seiaiu diartikan setpagai memisahkan
pemerintahan sendirl {self-governing),
melalnkan dapat juga degan memberlkan
hak-hak khusus atau daerah otonomi dan
istimewa. Wujud self-determination tidak
selalu dimaknai dengan membentuk
pemerlntah sendirl, melainkan lahlrnya
negara-negara baglan atau federasi. Sedang-
kan dalam sistem negara kesatuan, otonomi
khusus atau keistimewaan merupakan
bentuk lain dariself-determination.
Menurut Dominic, kedua pasal tersebut
di atas sangat penting bagi suatu negara
untuk menerapkannya dalam sistem
'hukum, konstitusi,undang-undangnyayang
mengatur tentang kedudukan dan keber-
adaan suatu masyarakat, termasuk
penduduk suku asll {indigeneos people).
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Aplikasi dari kedua pasai terebut, telah
dengan tegas dicantumkan dalam beberapa
konstitusi, sepeti Canada terhadap suku
Indian, Australia terhadap suku Aborigln,
Inggris dan Amerika Serikat terhadap suku
Indian.^ Suku Indian, Aborigln, dan Maori
adalah masyarakat asli atau pribumi yang
dalam pandangan penjajah terbelakang dan
tergolong minoritas.
2. Perllndungan Terhadap Suku
Asli yang Minoritas
Studi-studi yang terkait dengan HAM
secara internasional dan memusatkan
perhatiannya pada persoalan minoritas,
telah mendorong PBB untuk mendirikan
suatu Sub Komisi Perllndungan terhadap
Diskrimlkasi dan Perllndungan terhadap
Minoritas {the sub - commission on pre
vention of discrimination and protection of
minorities). Pada tahun 1981, sub komisi
tersebut membentuk grup kerja {working
group) tentang penduduk suku asli
{indigineouspopulation). Suatu komisi yang
didirikan bulan Agustus 1982.
Tugas komisi antara lain merumuskan
tentang hak-hak penduduk,suku asli dan
mengidentifikasi hasil rumusan standar
terkait dengan hak-hak mereka. Termasuk
mencari altematif untuk melindunginya dari
ancaman kehancuran budaya mereka. Baru
tahun 1994, rumusan tentang hak-hal dasar
penduduk asli tersebut ditetapkan.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran
LSMdunia yang mewakili masyarakat asli
^ Pembahasan sangat kmprehensif
terhadap indigineous people dan ICCPR
dilakukan oleh Dominic McGoldrick. The Hu
man Rights Committee: Its Role in the Devel
opment of the International Covenant on CMI
and Political Rights. Oxford Clarendon Press.
1994; hal 21.
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dunia, dan berada dalam sub komisi di
PBB."
Dalam pasa! 1 dari KonvensI No. 169
tentang Indigenious and Tribal People In
Independent Countn'es, yang diadopsi sejak
tahun 1989. Indlgineous People d\sebu\\{ar)
bahwaterdiridari;
1). Konvensi menyebutkan tentang siapa
sebenamya Indigeneouspeopleyang
antara lain;
a. Masyarakat suku-suku {Tribal
People) dalam negara yang mer-
deka yang secara sosial, budaya,
dan kondisi ekonomi berbeda dari
komunltas masyarakat nasional
lalnnya. Status mereka sebagian
atau seluruhnya ditentukan oleh
hukum adat, tradisi, atau hukum
yang khusus.
b. Orang-orang di negara yang
merdeka dianggap sebagal
pribumi atau asli 'Indigeneuos'
yang dihubungkan dengan asal-
usul kependudukan, dimana
mereka yang menempati suatu
negeri atau tempat atau wilayah
tertentu, mitik suatu negara yang
berada dibawah pengaturan
hukum negara penjajah.
2). Identitas dirl sebagal masyarakat asli
dipandang sebagal kriteria fundamen
tal untuk menentukan group mereka.
3). Orang atau 'peopid dalam konvensi ini
tidak dapat ditafsirkan kecuali mereka
yang dalam hukum internasional di
llndungi hak-hak dasarnya.
Siapa yang bertanggungjawab atas
perkembangan dan pembangunan mental
masyarakat lokal. Dalam pasai 2, baru
ditegaskan bahwa ; negara berkewajiban
untuk mengembangkan atau membangun
mereka, 'Governmentshall have the respon
sibilityfor developing with the participation
of the peoples concemed, coordinates and
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systematic action to promote the rights of
these people and to guarantee respect for
their integrity'.
Latar belakang lahirnya istilah indig
enous people dalam konvensi ini terkait
dengan kondisi suatu negara yang secara
sosial, politik, budaya, dan ekonomi dijajah
oleh negara-negara lain.
The history ofindigenous peoples has
universallyincluded exploitationbyother
groups, often in the form of harsh colo
nization. andgenerally involving one or
anotherdegree ofdispossession from
hereditary lands and destruction ofna
tive culture. Such people - referred to
in different cultures or states in differ
ent ways, including Indians, nation,
aboriginals, natives, tribes or band -
have long been plagued by the sense
ofinferiorityimposed upon them by the
dominantculture. Theyhaverarelypar
ticipated in a serious way ingovernance
or decision - making in their states of
residence on matters of vital signifi
cance for them. They have generally
gained little from the economic devel
opment of those states. The centuries
- long struggle in the Western Hemi
sphere between such peoples and the
states in which they live forms part of a
well - known history". ®
Reailtas sejarah tersebut menunjukkan
bahwa; kata indigenous people diakui
sebagal suatu komunitas sosial yang
ditandai oleh kondisi minoritas atau
* Mesklpun sejarah komisi khusus
'indlgeneous people' tidak memerinci secara
detll. Keterangannya dalam karya A.H.
Robertson dan J.G. Meriill cukup kompre-
hensif. Human Rights in The World An Intro
duction to the Study of the International Pro
tection of Human Rights. Menchester and New
York University Press. 1996 ; 91-93.
®Op. at. hal.
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mayoritas, tetapi secara politik tidak
memlliki kontribusl dalam penentuan
nasibnya sendirl. Mereka juga menderita
karena tersingkirkan oleh kekuatan luar
untuk dapat menggunakan warisan mereka,
termasuk hancurnya budaya pribuml.
Contohnya, suku Indian diAS, suku Aborigin
dlAustralia. Mereka juga jarang terllbat dan
ambil bagian dalam mekanlsme pemerin-
tahan, karena mereka memang merasa
tidak memllikipendidikan yang cukup. ^
Jelas bahwa makna komunitas lokal
tidak Identik dengan masyarakat as!) yang
terbelakang, sebagaimana ditegaskan
dalam konvensl. Namun, relevansi konvensi
tersebut masih tetap dapat dipergunakan.
Mengingat di berbagai negaraseperti Suku
Dayak dl Kalimantan, Kubu dl Sumatera
Selatan, Baduy dl Jawa Barat adalah
sekelompok masyarakat yang dapat
dikelompokkan pada suku asli {indigeneous
people).
Identitas masyarakat atau komunitas
lokal yang telah jelas parameternya, akan
menjadi kabur status dan perllndungannya,
bllamana tidak ditegaskan tentang stapa
yang bertanggungjawab melindungi dan
mengembangkannya. Bllamana pertang-
gungjawaban Ini dibebankan pada negara,
maka itu berarti rakyat memlliki hak untuk
memberikan respon jika pemerlntah gagal
memenuhi kewajibannya.
Dengan demlkian, kedudukan hukum
} dan hak-hak dasar dari masyarakat suku
asli, termasuk institusi sosialnya atau
pranata sosialnya semula telah menjadi
obyek dari kekuasaan penjajahan. Selring
dengan munculnya negara-negara merdeka,
maka hak-hak penduduk asli yang mlnoritas
termasuk pranata sosialnya wajibdilindungi
dan dihormati oleh negara. Dalam prak-
tlknya, perlindungan terhadap hak-hak
masyarakat asli tersebut secara impiisit
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memang terdapat dalam Konvensi DUHAM
1948, dan secara lebihtegas dilindungi oleh
ICCPR 1966 dan dikonkretkan dalam
Konvensi PBBtahun 1992 tentang Hak-hak
dasar masyarakat suku asli.
HAM Dalam Sistem Hukum
Nasional
Dalam sistem hukum Indonesia, istilah
komunitas lokal memang tidak popular dan
ditemukan dalam kalimat yang berbeda-
beda. Maknayang terkandung didalamnya
lebih pada dimensi sosiologis. Sehingga
dalam literatur hukum, istllah-istilah yang
dipergunakan'untuk komunitas lokal
berbeda-beda. Ada yang menyebut kesa-
tuan hukumdan masyarakat adat. Adajuga
yang menyebutkan masyarakat tradisional.
Balk Istilah kesatuan hukum adat maupun
masyarakat tradisional adalah istilah yang
ada dalam komunitas lokal Indonesia. Akan
tetapi juga telah dilengkapidengan hadimya
nllai-nllai modemitas yang takterpisahkan
dengan sistem sosial seutuhnya.
Seberapa jauh komitmen pemerintah R1
terhadap perlindungan hak-hak dasar
masyarakat suku asli {indigeneouspeople).
Pada masa orde baru, perjuangan untuk
mempromoslkan dan meningkatkan nllai-
nilai fundamentalHAM secara umumsangat
kurang. Keadaan inibukan saja dibuktlkan
melaluisedikitnya upaya pemerintah melalui
ratifikasi konvensi internaslona! tentang
HAM, juga pelanggaran HAM berat bagitu
banyak jumlahnya. Sejak tahun 1992-an,
arah perkembangan HAM tampak mulal
®Kajlan yang luar blasa tentang HAM
Internaslonal, khususnya 'indigenous people',
bias dilihat Henry J, Steiner dan PhilipAlston.
International Human Rights In Context. Oxford,
New York. Clarehdom University Press. 1996.
Hal. 106, 1011.
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berkembang posltip. Langkah posltip
reformasi 1998, terutama dipicu dengan
terjadinyaamandemen terhadap UUD1945.
Perlindungan HAM terhadap masyarakat
terbukti semakin kuat.
1. Komunitas Lokal dalam UUD
1945
Btia dibandingkan dengan situasi
sebelumnya, UUD1945 basil amandemen
jauh lebih memiliki kepastian hukum dalam
memberikan perlindungan terhadap dasar
masyarakat. Sebelumnya, UUD1945 hanya
memuat sekltar hak-hak dasar (yaitu pasal
27,28,29,31,33, dan 34). Instrumen hukum
melalui konstitusi Ini terbukti tidak memadal
bagi upaya menjadikan pasali^asal tersebut,
upaya agar hukum berfungsi efektif dalam
mereka yang kondisi soslal dan tekhnologi
masyarakat {Lawis as a tool of social and
political engineering). Lebih darl Itu,
pendekatan yang saat iniperlu dikembang-
kan adalah pendekatan hukum lebih
progresif, responsif, danfasilitatif.^ Keten-
tuan hukum sebagal pengatur, penentu,
pengarah, dan pencegah timbulnya
penyalahgunaan kewenangan hanya
mungkintercipta bilamana rakyat ikutambil
bagian dalam proses pembuatan putusan
dan kebijakan serta peran pengawasan
terhadap pemerintah.
Karena itu, desakan global dan lokal
telah menuntut UUD 1945 memuat nilai-nilai
dasar bagiwaiga negara lebihrinci. Tuntutan
tersebut terbukti direspon positif oleh
kebanyakan masyarakat. Artikulasi
kekuatan suara masyarakat Ini tercermin
dalam sikap dan pendapat anggota-anggota
MPR,khususnya PAH IV yang bekerjasejak
tahun 1999 s^ 2002 untuk mengaman-
demen UUD 1945. Perubahan HAM dalam
UUD 1945 hasil amandemen terbukti dengan
melahirkan bab tersendiri. Pasal 27 dan 28
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dan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia
yang isinya menjadi 10 pasal dan 26 (ayat).
Kelengkapan dan tersedianya pasal-pasal
mengenai HAM begitu rinci dapat berfungsi
selain perlindungan atas hak rakyatsemakin
jelas. Juga rakyat memiliki kepastian dalam
mencegah terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan.
2. Komunitas Lokal vs
Masyarakat Hukum Adat dalam
UUD 1945
Meskipun hubungan langsung antara
komunitas lokal dengan kata indigeneous
people dalam konvensi internasional
memang tidak tampak, mengisyaratkan
adanya korelasi muatan materi UUD 1945.
Misalnya, komitmenpemerintah Rlterhadap
HAMInternasional, khususnya terkait dalam
persoalan 'indigeneous peop/e" tercermin
dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 dan
Aturan Undang-Undang lainnya. Pasal 28 c
(ayat2); Setlap orang berhakuntukmemaju-
kari dirinya dalam memperjuangkanhaknya
secara kolektif untuk membangun masya
rakat, bangsa, dan negaranya. Secara lebih
khusus, pasal 28 I ayat (2); Setiap orang
berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuanyang bersifatdiskriminatif. Dalam
ayat (3); Identltas budaya dan hak masya-
' Fungs! hukum yang responsif diarlikan
bukan sekedar hukum yang adaptif, terbuka
untuk menunjukkan suatu kapasitas beradap-
tasi dan bertanggungjawab, melainkan suatu
Institusi yang responsif mempertahankan hal-
hal yang kuat yang esensial bagi integritasnya.
Sembari tetap memperhatikan atau memper-
hltungkan keberadaan kekuatan-kekuatan
baru di dalam lingkungannya. Philllppe Nonet
& Phillip Selznick. Hukum Responsif: Pilihan
dan Masa Transisi. Jakarta. FF- HUMA. 2003.
Hal. 59.
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rakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
Konsep masyarakat tradisional meru-
pakan satu indikator panting atas kedudukan
substantif komunitas lokal. Sehingga
menjadi relevan bilamana komunitas lokal
in! dihubungkan dengan sifat-slfat
masyarakat hukum adat. Soepomo, Ter
Haar, Van Vollenhoven setuju untuk
menetapkan empat ciri masyarakat hukum
adat. Keempat ciri tersebut yaitu ; terkait
dengan aspek magis dan keagamaan
{magic religious), tradisi dan kebiasaan
{common), dalam transaksl obyeknya
konkret {concrete), dan sifatnya elastis {flex
ible). Hilman Hadikusumah menambahkan
empat yaitu, terbuka-sederhana, tidak
dikodiflkasi, kebersamaan atau gotong
royong, dan musyawarah atau mufakat.®
Kelemahan yang secara implisit adalah
kesan kuat setengah hati negara untuk
memberikan perlindungan terhadap
komunitas lokal. Namun, tidaklah jugatepat
asumsi tersebut. Sebab, upaya inilebih pada
proses yang gradual yang bilamana tIdak
disediakan aturannya, maka kondisi mereka
akan jauh lebih berbahaya.
^ Untuk memajukan penegakan HAM
f tersebut tidak lepas dari peran negara,
I sehingga dalam pasal 281 ayat (4) dan (5).
Isinya antara lain sebagal berikut; ayat (4)
Perlindungan, pemajuan, penegakan dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah
f tanggungjawab negara, terutama peme-
• rintah. Ayat (5); Untuk menegaskan dan
f mellndungi hak asasi manusia sesuai
dengan prinsip negara hukum yang
demokratis, maka pelaksanaan hak asasi
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan.
Ketentuan iniberartiselaras dengan tuntutan
dari pasal 2 Konvensi Intemasional No. 169
Tahun 1989.
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3. Komunitas Lokal dalam UU
Otonomi Daerab
Secara lebih khusus perlindungan
komunitas lokal juga diatur dalam UU No.
32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.
Dalam pasal 2 ayat (8) negara mengakui
dan menghormati satuan-satuan pemerin-
tahan daerah yang bersifat khusus atau
berslfat istimewa yang diatur dengan
Undang-Undang. Sedangkan kesatuan
masyarakat hukum adat, ditegaskan dalam
pasal 2 ayat (9); Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masya
rakat hukum adat beserta hak tradisi.
alamnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip negara kesatuan Republik Indone
sia
Apakah Istllah kesatuan hukum adat
dalam konteks inisama dengan masyarakat
tradisional sebagaimana disebutkan dalam
pasal 281 ayat (3). Dengan demikian, tidak
lah naif jika komunitas lokal juga dapat
mengambll sampelnya dengan DIY, Aceh,
dan Papua. Mesklpun ketiga daerah tersebut
dipandang sebagal komunitas lokal,
kekuasaan dan keistimewaan mencermin-
kan nllai-nilai yang berbeda dengan tuntutan
modemitas.
Pasal inidilengkapi dengan lahimya UU
No. 18/2001 tentang Undang-Undang
Otonomi Daerah Kekhususan Nanggroe
Aceh Darussalam. Juga Undang-Undang
tentang Otonomi Khusus Papua. Dan
sedang menyusul, lahimya UU tentang
® Secara mendalam Moch. Koesnoee
menjelaskan hal Itu dalam Hukum Adat
Dewasa ini. Yogyakarta. Pusat Penelitlan dan
Pengabdian Masyarakat. FH Ull 1983. Hal 15.
juga lihat Hilman Hadikusumah. Pengantar
lima Hukum Adat Indonesia. Bandung. Mandar
Maju. 1992. Hal. 32-38.
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Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketlga Undang-Undang tersebut, memper-
kuat legitimasi substansi hukum masya-
rakat lokal beserta pranata sosialnya.
Sebagai contoh, lahimya UU No. ISTahun
2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus
Nanggroe Aoeh. Letak persoalannya,
seberapa jauh Pemerintah Daerah dan
DPRD NAD mampu mengartlkulasikan
tuntutan masyarakat tentang ajaran syariat
Islam.
4. Larangan Diskriminasi
Terhadap Minoritas (UU No. 39/
1999)
Masalah diskriminasi dan minoritas,
perlindungan komunitas lokai dalam UU No.
39 tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia
tertera dalam beberapa pasal sebagai
berikut;
Pasal 26 ayat (1); Dalam rangka pene-
gakan hak asasi manusia, perbedaan
dan kebutuhan dalam masyarakat
hukum adat, harus diperhatikan dan
dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan
pemerintah. Ayat (2); Identitas budaya
masyarakat hukum adat, termasuk hak
atas tanah wilayah dilindungi selaras
dengan perkembangam zaman.
SIkap dan perilaku negara yang non
diskriminatif Itu berarti upaya untuk
mewujudkan tercapainya tujuan hukum
yaltu keadilan. Perolehan keadilan bukan
sekedar adanya suatu putusan peradilan
yang adil, melainkan juga model perlakuan
yang adil dari aparat pemerintah terhadap
masyarakat. Misalnya, bagalmana negara
mampu mencegah kekuatan investor untuk
mengambil alih tanah-tanah masyarakat
lokal. Sebagaimana hak-hak masyarakat
dayak, yang mempercayai tanah-tanah
mereka keramat. Namun, dengan mudah
diambll alih (tentu ada konsekuensi) oleh
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karena kekuatan investor, termasuk
penebangan kayu di hutan.
implikasi Otonomi Daerah yang
dibarengi dengan adanya Pemllihan Kepala
Daerah dlbeberapa tempat telah melahirkan
sentlmen kedaerahan. SItuasi ini menjadi
penghambat, oleh karena proses demokrasi
yang menuntut penghormatan terhadap
HAM, malah justru memicu diskriminasi.
Model konflikyang menyulut dua kelompok
masyarakat, seperti Madura dengan Dayak,
beraklbat suku Madura telah menjadi korban
diskriminasi tersebut. Orangrorang dari suku
Jawa, baik yang ada dl Iriandan juga dlAceh
dipandang penjajah. Kecenderungan non-
putra daerah tidak mendapatkan poslsl di
pemerlntahan telah dengan jelas tampak.
Situasi memang iambat laun dapat kelam,
jika mekanlsme penyelesaian sengketa
melalui prosedur hukum dapat dicegah
secara pastl.
Relativitas Implementasi HAM di
Indonesia
Persoalan komitmen pemerintah Indo
nesia terhadap konvensi Internasiona!
tersebut, dalam batas tertentu belum seirlng
dengan tuntutan internaslonal. Tentu saja
pernyataan HAM universal 1948 dan
konvensi lalnnya dalam tataran konsep telah
terjadi pertentangan. Barat dan TImur tetap
sepakat dalam memformulasikan HAM uni
versal. Namun, dalam realitas implementasi
sangat relatif. Realitlvltas tersebut umumnya
dipengaruhl oleh nilai-nllai dan pandangan
hidupyang berbeda.
Pandangan tersebut di atas diperkuat
oleh kajlan yang dilakukan oleh Chandra
Muzaffor, dalam karyanya tentang HAM
dalam wacana Barat dan Tradisi Timur.
Setidak-tidaknya ada dua alasan
mengapa jurang antara implementasi HAM
dalam pandangan Barat dengan masyarakat
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Timur, khususnya Indonesia masih
berlang-sung. Pertama, konsep dasar HAM
yang bermula dari nilai-nilal individual dan
kebebasan sungguh merupakan wujud
budaya Barat {Western View on Human
Rights). Niial ideologisyang menempatkan
manusia sebagai pusat dan tujuan dari
kerangka berpiklr {Anthropocentris).
Kekuatan akal atau rasio hukum dan
birokrasi,kebebasan dan individu merupakan
parameter utama dalam membangun dan
mengembangkan budaya masyarakat.
Sementaradi budaya Tlmur, manusia
tidak menjadi pusat, sebab kolektivitasdan
pemikiran teologis sangat mempengaruhl-
nya. Relevan untukdikemukakan pendapat
Satjipto Rahardjo. Perkembangan yang
Western View on
Human Rights
Anthropocentrlc
terjebak ke dalam suasana konflikyangbias
memuncak pada pelanggaran HAM sendiri,
terutama sejak HAM sudah memasuki
generasi ketiga, yang antara lain memuat
hak atas warisan budaya. Ini tentunya
mengandung pengakuan dan penghormatan
terhadap tradisi, kosmologi dan laln-iain
yang mengandung nilai bagi komunitas
bersangkutan.®
Bilamana disederhanakan tantangan
konkretdari implementasi HAM dunia terkait
dengan dasar negara Indonesia. Pancasila
sebagai dasar ideoiogi negara mengisya-
.ratkan bahwa negara dan agama tidak
terplsahkan. Adanya keseimbangah
peluang dan tantangan tentang implemen
tasi HAM dunia menghasilkan pelaksanaan
Pluralistic
Society
Bhineka
Tunqgal IkaReiativitasImplementasi
HAM
di Indonesia
Religion vs State
Religion and State
Are inseperable
Eastern View on
Human Rights,
Kolektif 8t
Teologis
Gambar 2
Relatifitas Implementasi HAM di Indonesia
sehat dari usaha pemajuan HAM adalah
melalui'pengakuan terhadap kemajemukan'
di dunia ini (BhinnekaTunggal lka).Tanpa
mengakui kemajemukan tersebut, maka
alih-alih memajukan HAM dunia malah akan
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HAM di Indonesia yang reiatif. Di luar aspek
tersebut, reiativitas implementasi HAM
®Satjipto Rahardjo. Hak Asasi Manusia
Dalam Masyarakatnya. PT.Rafika Aditama.
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dalam kaitannya dengan hak-hak dasar
komunitas lokal adalah keberadaan undang-
undang sektoral yang tumpang tindlh yang
begitu dominan dalam membatasi
terwujudnya perolehan hak-hak komunitas
lokal, termasuk hak-hak atas tanah mereka.
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
pokok Agraria dan sistem pembagian dan
pemllikan tanah yang terlalu sentrallstlk.
Hak milik berfungsi sosial (pasal 3) dalam
realitas menempati masyarakat lebih lemah
dan acapkali harus menerima jlka yang
memohon pemerintah atau pejabat
pemerintah. Belum lagi UU Kehutanan dan
UU Investasi Asing turut menghambat
reallsasi hak-hak masyarakat lokal. Sama
halnyadengan penetapan atas hutan llndung
dan hutan oagar budaya juga dapat
menempatkan plhak masyarakat untuk
mengalih atas kepentingan umum. Investasi
sebagai pemllik modal sering dimanangkan
bilayang dihadapi rakyat keci! dan mereka
yang punya uang dan kekuasaan.
Dalam anallsanya, Marco Kusumawi-
djaya menyjmpulkan bahwa, fenomena
penggusuran sesungguhnya telah
memperlihatkan total kesenjangan dengan
perhatlanatas penanganan negara terhadap
pemanfaatan atau tanah perenoanaan
spaslal dan distribusi sumber daya lain.^°
Dengan demiklan, posisi komunitas
lokal dalam sistem hukum Indonesia tidak
saja terllndungi seoara juridls, melainkan
dalam penerapannya dapat disesualkan
dengan perkembangan dan kemampuan
masyarakatnya.
Signifikansi Hukum Terhadap
Fungsi Komunitas Lokal
Bllamana budaya dan komunitas lokal
telah diakul dan dillndungl, balk dalam
ketentuan HAM intemaslonal maupun dalam
sistem hukum naslonal, maka aspek-aspek
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komunitas lokal dapat dipergunakansebagai
Institusi yang memalnkan peranan dalam
merubah dan meningkatkan kesadaran
hukum dan HAM masyarakat.
Secara jujur, institusi sosial yang saat
Ini berperan dalam menciptakanmasyarakat
lebih banyak dipengaruhl oleh struktur for
mal pemerintah dan penegak hukum.
TIdaklah berleblhan jlka komunitas lokal
kurang berperan. BIrokrasI pemerintah yang
rasional untuk urusan dan kepentingan
publik dllakukan secara keseluruhan oleh
struktur formal. Begitu pula, aturan-aturan
main yang menjadi sumber petunjuk dan
prilaku negara dan pemerintah sangat
tergantung pada hukum posltlf. Konse-
kuenslnya, akar-akar budaya dan
InstltuslnyatIdakmendapatkan tempat yang
layak. Kalau toh nllal-nllaldan norma-norma
hukum termasuk Instltuslnya beroperasi,
maka Ituterbatas pada aspek-aspek privat.
Hukum keluarga, perkawinan, warisan, dan
upacara ritual keagamaan. Sedangkan '
aspek-aspek hukum publik sangat
dipengaruhi oleh dimensi negara dan
pemerintah.
Perkembangan tata pemerlntahan dan
Iklim demokrasi yang tumbuh dalam situasi
masa laiumasih berslfat asymetris (ada hasll
yang posltlf dan juga ada yang negatif).
Plllhan-pilihan yang ditawarkan ketlka Itu
sangat terbatas. Dewasa Inl, pllihan-plllhan
bag! masyarakat cenderung semakln
terbuka. Salah satunya yaltu adanya slgni-
2005. Pandangan tersebut dl atas diperkuat
oleh kajlan yang dllakukan oleh Chandra
Muzaffor, dalam karyanya tentang HAM dalam
wacana Barat dan Tradisi Tlmur.
LIhat Marco Kusumawldjaya.
Penggusuran Suatu Penanganan Primitif
Terhadap Permasalahan Moderen. Dalam
Jumal Demokrasi. Forum LSM DIY. Vol. II. 1
Januarl 2004. Hal. 73-76.
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fikansi hukum terhadap upaya-upaya
menghormati dan mengangkat kearifan lokal
{local wisdom) dan komunitas lokal {local
community). Istilah ini lebih dekat untuk
ditegaskan sebagai baglan dari keblasaan
atau hukum keblasaan {customary rules).
Namun, dalam proses perkembangannya
diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah /
Kota, DPRD baikditingkat Propinsi maupun
Pemerintah Kabupaten dan Kota. Kebe-
radaan peran dan fungsi dari instltusi
pemerintah dalam mengartlkulaslkan
kepentingan masyarakattidaklah diragukan.
Kepentlngan Publik, privat, dan soslal
{domeinstate, formal,dan domein non-state.
yang berawal dari ketidaksamaan
pemahaman perlu diluruskan melalui suatu
kesepakatan. Daiam proses pembuatan
PERDA agar perlikaian tidak berkepan-
jangan, mereka yang ada dalam pertikaian
pendapat harus berakhir dalam suatu
akumulasl. Titik akumulasi tersebut
ditentukan oleh seberapa jauh akomodasi
kelompok kepentingan ke daiam Perda."
1. Ninik Mamak dan Kades
sebagai Komunitas Lokai
Dalam perspektif epistemologis,
kearifan lokalmengandung dimensi abstrak,
NON-FORMAL
Pemda/
Pemkot
FORMAL Ninik Mamak di Sumbar
Rungim di Karo
Parhobas di Sumut
DPRD/Pemda/
Pemkot
Masyarakat/
LSM
DPRD/Pemkot/
LSM
UUNo. 18
Tahun 2001
UU Otonomi
Khusu Papua
UU
Keistimewaan
Menasoh, Dayoh,
Kecik- Ulama
Kepala Adat,
Masyarakat
Kesultanan, Hak Ulayat,
Kades, Kadus, Carik,
Jogoboyo
Pecalang,
Subak di Bali, Mediasi,
Imam Desa di Sulawesi.
Lahiraya Pemda
YangLegitimit
Sebagai
Instumen
Peningkatan
Kesadaran
Hukum dan
HAM
Gambar 3
Hubungan antara Peran Pemerintah, DPRD, Masyarakat dengan Kepentingan Lokal
melalui Kebijakan Legislasi atau Perda.
non fonval) menjadi perlu diperjuang-kan
melalui kebijakan hukum dan politik dengan
wujud munculnya Peraturan Daerah.
Karena proses pembuatan PERDA tIdak
selalu mulus, maka perbedaan persepsi
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seperti nilai-nilai norma-norma tradisi,
keblasaan, dan juga budaya suatu masya-
Lihat Fauzl Ismail, dkk. Libatkan Rakyat
Dalam Pengambilan Kebijakan. Yogyakarta.
Forum LSM DIY. 2005. Hal. 61.
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rakat,termasukseni dan bahasaSedang-
kan ketertiban atau institusi adat sebagai-
mana ditemukan di berbagal tempat dalam
masyarakat Indonesia lebih memainkan
peranannya pada segl-segi hukum perdata.
Misalnya, lembaga adat 'ninik mamak' di
Sumatera Barat, maslh berfungsi efektif
dalam kedudukannya sebagai penata harta
kekayaan, khususnya tentang data-data
tanah, luasnya, batasnya, dan jugapenye-
lesaian damal jlka terdapat sengketa.
Menarlknya, dalam sistem Ini wanlta
msmiliki peran dominan dalam penguasaan
harta kekayaan khususnya sistem '
pewarisan tanah keluarga.
Bahkan dalam konteks status hak
tanah dan tanah bag! seseorang menjadi
sangat efektif ketika mereka menjadi suatu
kewajiban untuk membayar pajak sebagai
salah satu sumber PAD. Di luar urusan
perdata, khususnya kedudukan kepaladesa
(Kades) memlliki legitimasi hukum yang
sangat kuat. DI satu pihak, kedudukan dan
tugas Kades diatur dalam UU. No. 5 Tahun
1979 dan juncto UU No. 22 Tahun 1999,
yang tugas dan kewajiban Kades.
Namun, sejak sebelum ada peraturan
tersebut, tugas kades begitu luas.
Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judikatif
seakan-akan berada disatu tangan. Menurut
Nur Hasan, kekuasaan Kades yang begitu
rupa telah diakui sejak negara kita belum
merdeka, yang menempatkan Kades
sebagai Bapak f^asyarakat Desa.
Konsekuensi lebih lanjut, Kades dianggap
mengetahui segala peraturan-peraturan adat
dan hukum adat masyarakat adat yang
diplmpinnya. Oleh karena itu, Kades adalah
juga Kepala Adat.
Selring dengan itu, status 'nagari' di
Sumatera Barat, telah mengalami perubahan
yang begitu fundamental. Tidak saja dlpan-
dang sebagai institusi adat yang merepre-
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sentasikan kelembagaan adat dan Islam.
Lebih dari itu, saat ini 'nagari' dipandang
sebagai mitra pemerintah yang memiliki
fungsl struktural formal. Hal Ini juga
dikukuhkan melalui putusan DPRD, dalam
PERDAnya. Akibatnya, sistem pemerin-
tahan desa Minangkabau sepertinya berada
dalam dualitysystem. Sistem nagarf yang
semula berdiri mengatasnamakan kekuasa
an adat, yang saat ini juga dapat mewakill
pemerintahan desa. Lembaga adat yang
jugaterkait dengan urusan-urusan perdata,
tetapi juga terkait dengan persoaian publik
dan keamanan ditemukan di beberapa
tempat. Hak Sultan atas tanah Sultan
Grounddan rakyatmestinyadiperhrtungkan
di Yogyakarta sebagai karakter dari
komunltas lokal.
2. Rungun di Karo dan Mediasi
Imam Desa di Sulawesi Selatan
Dalam konteks kekuasaan peradilan 'ju
dicial power* di beberapa tempat juga
memiliki kekuasaan, seperti terlihat dalam
kasus 'Rungun'dan 'Medias Imam Desa'.
'Rungun' adalah forum pertemuan yang
dihadirl oleh tokoh-tokoh masyarakat di
Batak Karo. Forum inibiasanya dlperguna-
kan dalam menyelesalkan pertikalan yang
terkait dengan anggota masyarakat di suku,
baik dalam persoaian pertikalan tanah dan
Lihat Culture, Society, and the individual
,dalam Roger M. Keesing. Culture Anthropol
ogy. Canbera Halt Rinehart and Wisnston, Inc.
1981. Hal. 65.
Lihat lebih lanjut tullsan Mudjiono.
Eksistensi Hak Ulayat Dalam Pembangunan
Daerah. Jurnal Hukum No. 26 Vol. II2004. Hal.
152-165.
Lihat Nur Hasan Islamll. Otonomi
Bidang Pertanahan : Reposisi Peranan Pusat
dan Daerah dan idiologi Politik Pertanahan.
Mimbar Hukum No. 34/11/2000. Hal. 55.
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hal-hal lain dalam keluarga. Sifat putusan
mereka mengikat, sehingga sekali sengketa
telah disepakati, sangat sukar mereka
melanggarnya.
Kontribusi 'rungun'dalam mengendaii-
kan ketertlban masyarakat desa cukup
efektlf. Sebab, kepala-kepala adat yang
membuat putusan sungguh dipatuhl pihak-
plhak yang bertikal. Kredibilitas 'rungun'
diakui masyarakat Karo, karena kepala adat
umumnya datang darl orang-orang terpan-
dang, baik secara keturunan {hereditary),
keagamaan {religiousit}^, dan juga status
soslal.^®
Berbeda dengan mediasi Imam Desa
di Sulawesi Selatan, yang terllbat dalam
upaya pencegahan pembunuhan atas
pelaku kawin larl {silariang). Kawin lariyang
dilakukan oleh anak laki dengan perempuan
dipandang oleh adat Bugis - Makassar
sebagal pelanggaran berat hukum adat.
Pihak keluarga perempuan yang dlperma-
lukan memillkl hak untuk mengembalikan
hargadirlnya, melalul upaya yang melaku-
kan pembunuhan hanya terhadap pelaku
'kawin lari' (laki-lakidan perempuan).
Kedua pelaku kawin lari tersebut, akan
mudah dibunuh bilamana mereka tidak
memohon perlindungan pada imam desa.
Selagi kedua pelaku kawin lari tersebut
mengikuti prosedur hukum adat (seperti lari
ke imam, menyerahkan urusan pernikahan
dan damal), maka putusan imam tersebut
memiiikidaya ikatyang kuat. Sebab, dllarang
hukumnya bagi keluarga perempuan yang
dipermalukan untuk melakukan penye-
rangan ketika mereka berada di bawah
perlindungan Imam desa {traditional sanc
tuary refuge). Daya ikat dan sifat memaksa
Inl hanya ada dan terjadi dl dalam masya
rakat Sulawesi Selatan, khususnya suku
Bugis dan Makassar.
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Keputusan itumendapatkan pengakuan
darl masyarakat Bugis dan Makassar
disebabkan seorang imam, selain memper-
oleh SK BupatI sebagal perangkat petugas
keagamaan, juga dari kantor Departemen
Agama. la juga dipandang sebagal kepala
adat yang memiiiki kompetensi dalam
bidang pengetahuan agama dan praktek
upacara keagamaan. Satu hal yang sangat
berbeda bagI peran Imam Desa di Bugis dan
Makassar yaitu dapat menyelesaikan
sengketa keluarga, khususnya kawin lari
'silariang'.^^ Seperti upacara perkawinan dan
praktik damai {abodji).
Adapun kasus-kasus kawin lari yang
tidak tertangani Imam Desa umumnya
timbul dalam perkara pidana. Sebab,
keluarga pihak perempuan umumnya
mampu mengendalikan harga diri keluarga
{appaenteng siri'na) dengan melakukan
pembunuhan terhadap pelaku kejahatan
pembunuhan tetap menjadi jurisdiksi
penegak hukum negara, termasuk polisi,
jaksa, dan pengadllan.
3. Institusi Keamanan Desa
InstitusI lokal yang tidak kalah
pentingnya adalah terkait dengan petugas
keamanan desa. Dalam beberapa leteratur,
seperti sejarah Banten yang ditulis Prof.
Sartono, juga Anton Lucas, tentang peran
'Joara-Joara' di Banten, Jawa Barat turut
Penelitian mendalam telah dilakukan
oleh Herman Slaat, pengajar Law School
Neigmegen University Netherlands. Karyanya
tersebut telah diterbitkan menjadi bukum yang
diterbitkan di GAMA PRESS.
Penelitian komprehensif telah dilakukan
penulis, sekltar tahun 1992. Dan materi
tersebut telah menjadi bagian dari Desertasi,
Law and Custom in Makassar Society. The In
teraction of Local Custom and National Legal
System in Dispate Resolution. Ph.D Thesis,
The University of Westem Australia. 1997!
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serta menentukan barometer tatanan sosial
dan tertib desa. Sejenis dengan Itu,
'Pecalang'di Bali, 'Parhobas' dl Sumatera
Utara, 'Tobarani'6i Sulawesi Selatan.
Mereka in! secara Institusional diakui
sebagai lembagaadat yang memiliki fungsi
dalam memelihara keamanan dan ketertiban
desa secara tradisional. Kompetensi
mereka ditandai oleh adanya kemampuan
magis atau spiritual, kemampuan pisik
dalam artian ketrampilan beladiri. Sehingga
mereka juga dapat digolongkan menjadi
masyarakat yang kharismatik.
Namun, karena mereka tidak mem-
peroleh pengakuan dari sistem hukum
moderen, peran dan fungsinya cenderung
menjadikurang positip. Pecalang6\ Bali dan
Parhobas dl Sumatera Utara sejak spirit
otonomiSaerah muncuiadanya revitailsasi.
Di Bali peran pecalang terbukti cukup
ampuh ketika persoaian bom Bali 22 No
vember 2002. Termasuk peran mereka
cukup disegani dalam upacara-upacara
adat, termasuk dalam Kongres PDIP dan
Kongres Patlai Golkar. Setidak tidaknya
peran mereka telah membantu proses
pengamanan yang dilakukan oleh Polisi dan
TNI. Sama halnya, Kapolda Sumatera Utara
tahun 2003, telah mengakui pentingnya
'Parhobas' dala upaya menciptakan ikiim
yang aman dan tertib bagi masyarakat."
Dari uraian di atas, jelasiah bahwa
komunitas lokaibaik bersifat keperdataan,
kekeluargaan, maupun terkait dengan
urusan pubiikseperti imam esadi Makassar,
Pecalang dan Parhobas adalah fenomena
konkretyang masih hidupdan memungkln-
kan untuk dipergunakan dalam upaya
meningkatkan kesadaran hukum dan HAM
masyarakat.
Penutup
Mesklpun Istilah komunitas lokal tidak
ditemukan dalam konvensi internasional,
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sistem hukum Indonesia telah memberikan
jaminan terhadap nilai-niiai lokal secara jelas
dan pasti. Oleh karena itu, Reposisi Komu
nitas Lokal tidaksaja penting dalamupaya
meningkatkan kesadaran hukum dan HAM
dalam masyarakat, melainkan merupakan
kebutuhan yangharusselaludiperjuangkan.
Secara juridis, konsep 'indigineouspeople'
dalam Konvensi Internasional dapat
diterapkan terhadap suku-suku asii Indone
sia seperti suku Baduy, Kubu, Tengger,
Dayak, dan suku Asmat di Irian. Namun,
mereka inl tidak mewakiii sepenuhnya
konsep komunitas lokal.
Bilamana beberapa nilal tradisional
dalam komunitasiokal masih dipraktikkan,
niiai-niiai modernitas juga telah diadopsi
iebih dominan. Oieh karena itu, kebutuhan
untuk menata ulang peran dan fungsi
kearlfan dan komunitas lokai ke dalam satu
sistem yang sinergis dengan peran
pemerintah dewasa ini telah merupakan
keniscayaan.Globalisasi yang ditandai oleh
adanya kesadaran negara dan pemerintah
Indonesia untuk merativikasi ICCPR1966,
dan konvensi HAM internasional lain seperti
racialdiscrimination dan indigineouspeople
merupakan bukti komitmen Indonesia
terhadap masyarakat internasional.
Seberapa jauh institusi-institusi sosialyang
hidup menjadi living law daiam setiap
masyarakat seiring dengan ketentuan
hukum internasional dapat terakomo-
dasikan ke dalam sistem hukum nasional
dan juga pemerintah lokal.
Perlindungan dan penghormatan
terhadap kearlfan dan komunitas lokai telah
diakuioleh UUD1945, UU No.39/1997, dan
Informasi ini diperoleh ketika penulis
sebagai anggota Komisi KonstitusI,
berdiskusi dengan Kapolda bersama stafnya
dl Medan, Sumatera Utara, sekltar bulan
Februari 2003.
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UU No. 32/2004, adalah bukti tentang
adanya komitmen pemerintah Rl terhadap
HAM internasionai. Akan tetapi, instrumen
tersebut tidak dapat secara otomatis
diimplernentasikan, mengingat hubungan
asymetris antara wacana Barat dan Timur
tentang HAM, dan tumpang tindih peraturan
hukum yang bersifat sektoral masih terus
berlangsung. Apakah pemberdayaan
komunitas lokal harus dilakukan dengan
formalisasi atau bagian dari birokrasi
pemerintah daerah tidaklah penting. Lebih
penting dari itu adalahbagaimana mereka
menyebarkan luaskan nilai-niial universal
nielalui institusi lokaldan pemerintah yaitu
eksekutif dan ieglslatif dituntut untuk
mewujudkannya dalam berbagai bentuk
peraturan daerah dan kebijakan relevan
dengantuntutan masyarakat.®
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